BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan fasilitas pendidikan SD, SLTP, dan

SLTA di Kecamatan Lubuk Alung dengan jumlah penduduk pendukung setelah
dibandingkan antara jumlah eksisting dengan standar SNI-1711-2004
ketersediaannya tidak tercukupi. Keterjangkauan layanan fasilitas pendidikan dari
hasil analisis buffering menunjukkan terjangkau dan tidak terjangkaunya fasilitas
pendidikan dengan jarak jangkauan ideal secara garis lurus dari titik fasilitas.
Hampir seluruh fasilitas pendidikan formal (SD, SLTP dan SLTA) tidak terjangkau
oleh perumahan penduduk. Sedangkan keterjangkauan layanan fasilitas pendidikan
dari hasil network analysis menunjukkan terjangkau dan tidak terjangkaunya
fasilitas pendidikan dengan jarak jangkauan ideal melalui jaringan jalan dari titik
fasilitas. Hasil analisis ini juga menunjukkan fasilitas pendidikan formal (SD, SLTP
dan SLTA) tidak terjangkau oleh perumahan penduduk lebih mendominasi dari
total keseluruhan nagari di Kecamatan Lubuk Alung.

Secara keseluruhan jarak antar fasilitas pendidikan formal (SD,SLTP dan
SLTA) tidak ideal dan kepadatan penduduk rendah sesuai standar SNI-1711-2004
di Kecamatan Lubuk Alung. Penambahan fasilitas disebabkan kebutuhan tidak
tercukupi dan tingkat keterjangkauan tidak terjangkau. Rencana penambahan
diletakkan di permukiman yang padat tapi belum terlayani fasilitas pendidikan.
Sedangkan, pemindahan fasilitas disebabkan kebutuhan yang tercukupi namun
tingkat keterjangkauan tidak terjangkau. Selain itu, penambahan dan pemindahan
fasilitas juga dipertimbangkan jarak ideal antar fasilitas pendidikan, kepadatan
penduduk rumah terlayani dan lokasi penataan fasilitas pendidikan sesuai teori
neighborhood unit, serta fasilitas pendidikan lainnya baik didalam maupun diluar
sekitar Kecamatan Lubuk Alung sehingga mampu melayani beberapa perumahan.

Pada fasilitas pendidikan SD diperlukan penambahan fasilitas sebanyak 6 unit
yang tersebar, 1 unit di Nagari Aie Tajun, 3 unit di Nagari Lubuk Alung, dan 2 unit
di Nagari Sungai Abang serta terjadi pemindahan fasilitas di setiap nagarinya
karena jarak fasilitas yang terlalu berdekatan. Pada fasilitas pendidikan SLTP

diperlukan penambahan fasilitas sebanyak 3 unit yang tersebar, 1 unit di Nagari Aie
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Tajun, 1 unit di Nagari Lubuk Alung, dan 1 Unit di Nagari Pasie Laweh serta terjadi
pemindahan fasilitas di setiap nagarinya karena jarak fasilitas yang terlalu
berdekatan. Pada fasilitas pendidikan SLTA diperlukan penambahan fasilitas
sebanyak 5 unit yang tersebar, 2 unit di Nagari Lubuk Alung, 2 unit di Nagari Pasie
Laweh, dan 1 unit di Nagari Aie Tajun serta terjadi pemindahan fasilitas di setiap
nagarinya karena jarak fasilitas yang terlalu berdekatan.

5.2 Saran atau Rekomendasi
Berikut merupakan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan

dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam merencanakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan
disarankan setiap daerah mempertimbangkan dari berbagai faktor seperti
jumlah penduduk usia sekolah, jumlah penduduk pendukung, jumlah
perumahan terlayani dan sebagainya agar mendapatkan porsi fasilitas
pendidikan yang merata sesuai wilayahnya.

2. Sebagai pihak yang berkepentingan, pemerintah kecamatan dan kabupaten
dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan untuk memberikan hak yang sama bagi semua
orang di wilayahnya.

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang membahas tentang prinsip-
prinsip konsep neighborhood unit ketika mengukur cakupan pelayanan

fasilitas lain seperti Puskesmas, Tempat Ibadah dll.
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